BABI

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu perubahan dari zaman ke zaman, semakin banyak sebuah
alat transportasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan
kegiatan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang
peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas
merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan

perkembangan masyarakat.

Dari bermacam banyak suatu kejadian kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan
bahwa faktor kelelahaan dan kurang hati-hatinya seseorang pengemudi yang memicu
kecelakaan. Faktor manusia merupakaan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas
di jalan raya hal tersebut bisa terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan

pengemudidalam mengemudikaan kendaraanya .

Kecerobohaan pengemudi tersebut sering menimbulkan korban, yaitu korban
menderita luka berat , luka ringan dan meninggal dunia bahkan sering banyak kejadian
merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi ,
sebenarnya dapat di hindari bila diantaranya pengguna jalan bisa berprilaku disiplin, sopan
dan saling menghormati. Yang mana pengguna jalan tersebut diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( selanjutnya di

singkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan.). *

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, telah dibentuk
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

! Iwan Bogiyanto,’Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan
Kecelakaan Di Jalan Raya Tinjauan Yuridis Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Pembangunan
Nasional”Veteran” Jawa Timur), 2011, him 16-17
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(selanjutnya disingkat UU tentang LLAJ) yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan
yang di antaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan
jalan, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah,
pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional lalu lintas dan angkutan jalan,
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan,
dan penegakkan hukum. Dalam UU tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan
diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum  bagi
masyarakat-masyarakat.?

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pasal yang
dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP :

Pasal 359

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan

orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun .

Namun, saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih
khusus untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang lalai, yaitu UU No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Di dalam
UU LLAJ, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain
adalah Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang berbunyi :

2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4)
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“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah. 3

Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor

kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia
merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut
terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan
kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik
korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut
jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat
dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling
menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang
Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat
dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadli,
sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur
didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang
ketertiban dan keamanan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal
105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan
Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

1. Berperilaku tertib; dan/atau

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan
kerusakan Jalan.*

Beberapa kecelakaan tidak terkecuali karna banyak kecerobohan yang
mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan
dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain, Menurut

uraian UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila

8 llham hadi. penerapan hukuman  yang lebih khusus  dalam  dakwaan
https:/Ammw.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It507¢c4b8311d98/pertanggungjawaban-pidana/.24 october
2012.

4 lwan Bogiyanto,Op.Cit.
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kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal
dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut yang sudah di
terbitkan Undang-Udang khusus untuk mengatur tentang kealpaan atau kelalaian yang
menyangkut tentang Lalu Lintas lalu sebelumnya ada juga yang megatur tentang kealpaan

atau kelalaian.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut
dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah
“kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis,
yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.®

Walaupun adanya peraturan tersebut, namun masih saja banyak korban dari tindakan
kelalaian tersebut menurut data :

"Sepanjang tahun 2019 jumlah lakalantas meningkat 3 persen, namun jumlah korban

meninggal dunia menurun 6 persen dibandingkan tahun 2018,"

Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019,
meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 lalu

Sedangkan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019

berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2019 juga meningkat dari tahun 2018
yakni 7.456.913 pelanggaran tilang dan 3.620.393 pelanggaran berbuah teguran

Data yang terdapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah
kecelakaan lalu lintas pada 2019 meningkat bila dibandingkan pada tahun 2018, banyaknya
jumlah korban ini mengartikan bahwa sanksi tidak cukup untuk mengurangi jumlah korban

dan mencegah adanya korban.

> Letezia Tobing, Adakah Ukuran Kelalaian Dalam Hukum
Pidana?,https:/Avww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-
dalam-hukum-pidana/,08 July 2013

® Ardito Ramadhan,” Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lntas Meningkat Pada 20197,
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-
meningkat-pada-2019, 28 Desember2020

Analisis komparasi.., Luvy Hanobayan, Fakultas Hukum 2020


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019

Salah satu tersangka kecelakaan maut yang menewaskan tujuh orang, AQJ alias Dul

Ahmad Dhani akhirnya bebas dari jeratan hukum pengadilan Negri Jakarta Timur

memvonis saudara Dul dengan mengembalikan kepada orang tuanya.

Vonis ini tentu saja sangat ringan bila dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut

umum (JPU) yang menuntut personel Lucky Laki ini satu tahun penjara dengan masa

percobaan dua tahun serta denda Rp5 juta subsider tiga bulan kerja sosia

Pada kasus AQJ alias Dul Majelis Hakim mencermati sedikitnya ada tujuh alasan

yang membuat Dul bebas dari jeratan hukum.”

1

Faktor pertama Dul menunjukan pribadi yang baik selama persidangan
berlangsung, Dul juga meyakinkan bisa di bina lagi menjadi pribadi yang baik
karena tersangka sangat koperatif.

Faktor kedua yang meringankan Dul adalah terjadi perdamaian dengan pihak
keluarga dan korban bahkan, keluarga dari korban sendiri yang meminta agar
kasus ini segera di tutup.

Faktor ketiga pihak keluarga terdakwa dalam kasus ini mau bertanggung
jawab untuk menanggung jawab semua kerugian yang di alami oleh keluarga
korban.

Faktor keempat keluarga terdakwa sepakat dan menyanggupi utuk merawat,
mendidik dan memberikan perhatian dan pengawasan kepada Dul

Faktor kelima Dul menyatakan penyesalan yang setelah kejadian kecelakaan
yang menewaskan tujuh korban dan Dul berjanji tidak akan mengulangi suatu
kesalahan dan membangun silaturahmi yang baik kepada pihak korban
Faktor keenam Dul dianggap sebagai anak yang memilki potensi dan bakat
yang tinggi sebagai anak indonesia.

Faktor ketujuh majelis hakim menyambut positif semangat UU peradilan
anak yang baru dimana kasus pidana anak mengadopsi restorative justice,

atau menekankan pada keadilan pemulihan keadaan.

" Rizki Aditya Saputra,7 hal yang mebuat dul ahmad dhani bebas, harian liputan 6, 16 juli 2014, him 4-8
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Seperti negara anglo saxon lainnya.. penerapan restitusi atau kompensasi sering
diberikan kepada korban sebagai wujud tanggung jawab baik bagi negara maupun pelaku

itu sendiri,

Pemberian kompensasi dan restitusi dengan peraturan pemerintah, Untuk
pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan
oleh Peraturan Pemerintah itu, pengertian tentang kompensasi, restitusi, dan bantuan (Pasal
1 butir 4,5, dan 7):8

1.  Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena
pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya

2.  Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/ atau saksi
oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-

sosial.

Atas uraian diatas bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban para korban
harus mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat ganti kerugian yang

dideritanya.

Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal
235 ayat (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf ¢, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan

Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya

8 Rizki Aditya Saputra, Loc.Cit
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pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara

pidana.®

Soal soal ganti rugi sudah sering dipratikkan dalam kejadian pelanggaran pasal 310
Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirmya membacakan vonis terhadap tersangka
kecelakaan maut AQJ alias Dul. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini divonis majelis

hakim dikembalikan kepada orangtuanya alias bebas.

Vonis ini berbanding terbalik dari keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang
menuntut personel Lucky Laki ini satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun

serta denda Rp 5 juta subsider tiga bulan kerja social.

Kemudian, hakim menilai pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata
sepakat untuk berdamai. Kedua orangtua Dul juga berjanji akan lebih mengawasi dan

memperhatikan bocah 13 tahun tersebut.°

Ini bukti bahwa ganti rugi sering dipratikkan terhadap pelanggaran tersebut. Ganti
rugi dalam kasus-kasus ini dilakukan karena dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep
ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil
dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan emosional
korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian
dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, dan dirasakan sebagai sesuatu

yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.**
Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1 Meringankan penderitaan korban.

2 Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4

Mempermudah proses peradilan.

¥ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235 ayat (1)

10 Rizki Aditya Saputra, Loc.Cit

11 Budimah, Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan, disertasi, (untuk memperoleh gelar sarjana dalam
ilmu hukum universitaa muhamadiyah palu), 2015, him 7
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5. Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk
tindakan balas dendam.?

Oleh karena itu, ini menggambarrkan bahwa sanksi seprtinya belum cukup

memenuhi keinginan korban.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada dua pasal yang mengatur tenntang suatu
perbuataan kealpaan dimana pada kedua pasal tersebut meiliki perbedaan maka dari itu
penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai perbedaan pada pasal 359 KUHP dan Pasal
310 ayat (4) UU LLAJ dengan judul, ANALISIS KOMPARASI SANKSI PIDANA
PASAL 359 KUHP DAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis akan meneliti sejauh mana perbandingan
pada kedua pasal tersebut dan apa latar belakang pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ lebih
berat ancaman hukuman pidananya di bandingkan Pasal 359 KUHP dan ganti kerugian
pada korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dapat
diterima oleh masyarakat.

1.3 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.  Bagaimana Perbedaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 359
KUHP, pada tindak kelalaian ?

2.  Bagaimana pertanggungjawaban pelaku Pasal 310 ayat (4) Undang-
Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

dapat memenuhi kepentingan korban meninggal dunia ?

12 |bid, him 7
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14  Tujuan penelitian

1. Mengetahui latar belakang perbedan dan ancaman hukuman atas
kelalaian Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang LLAJ.
2. Untuk mengetahui apakah ganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas

yang meninggal dunia adalah tindakan kewajiban untuk keluarga
korban yang meninggal dunia dan merupakan tradisi baru bagi korban

kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia.

15 Manfaat penelitian
Manfaat dari hasil penelitian adalah:

15.1 Manfaat teorotis:

1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap
pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

2. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan fikiran bagi masyarakat
dalam berkendara di jalan raya untuk menanamkan kesadaran berlalu
lintas. Dan dapat membedakan kelalaian yang tertera dalam Undang-
Undang.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Memberikan pandangan kepada pemerintah bahwa ganti kerugian
wajib diatur dan mendapat restitusi dan ganti kerugian kepada
pemerintah kepada korban kecelakan Lalu Lintas yang meninggal
dunia, Memberikan definisi (penjelasan) mengenai dalam kondisi apa
dan bagaimana sesorang dapat melakukan kelalaian.

2. Dapat memberikan penjelasan mengapa Undang-Undang LLAJ lebih
berat sedangkan sama-sama melakukan kelalaian dalam tindak Pidana.

16 Kerangka teoritis

Dalam penyusunan kerangka pemikiran, penulis berusaha mengalirkan jalan pikiran
menurut kerangka yang logis atau menurut logical construct. Hal ini tidak lain dari
kedudukan perkara masalah yang diteliti (diidentifikasi) dalam kerangka teoritis yang

relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap
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masalah. Upaya ditujukan untuk menjawab atau menerangkan pertanyaan peneliti yang
diidentifikasi.
Kerangka Teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat relevan untuk penelitian.*?
Kerangka teori yang digunakan adalah:

1.6.1 Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas
legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan
hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi
suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang
mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak
pidana yang terjadi, singkatnya asas legalitas berkaitan dengan waktu berlakunya hukum
pidana.*

1.6.2 Asas lex specialis derogat legi generali

hukum khusus menyampingkan hukum umum merupakan salah satu asas yang
menafsirkan hukum yang dinyatakaan bahwa hukum vyang bersifat khusus
mengesampingkan hukum yang bersifat umum, walau sebuah suatu perbuataanya itu
masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana khusus, maka

dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan di dalamnya.t®
1.6.3  Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility,
atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya

menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral

13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Ul Press, 1986. him.125

14 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana.Sinar. Grafika.Jakarta 2012.hlm 59

15 Franky Satrio Dermawan, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr, jurnal hukum
adigama,2018 him 4
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atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam
masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan

memenuhi keadilan.®

1.7 Kerangka konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam
melaksanakan penelitian’. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga
keselarasan,®

2. Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan
tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraaan oleh
pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas
maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang
berakibat pada timbulnya korban baik luka-luka maupun meninggal
dunia.*®

3. Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya
tidak memenuhi standard perilaku yang telah ditentukan menurut
Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu
sendiri.?

4. Sanksi pidana adalah Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu
lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2
peraturan. Peraturan yang pertamana yang mengatur ada pada KUHP
dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

16 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, him-
16

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, him.63

18 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 23,

19C,S,T, Kansil dan Christine S, T, Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta,
1995, him.41

20 Damang Averooes al kawarizmi, culpa (kealpaan),https:/Aww.negarahukum.com/hukum/culpa-
kealpaan.html, 02 Januari 2013
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Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana
bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalu lintas.

5. Faktor- faktor terjadinya kecelakaan Penyebab Kecelakaan lalu lintas
dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : Manusia, Kendaraan,
jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara
yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan
yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara daktor manusia,
kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku
manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran
dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
di lalu lintas.?

6. Lalu-lintasadala dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang
yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang
diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang
berupa jalan atau fasilitas pendukung.??

7.  Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas
culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik
bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus
disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada

nilai kepastian.?®

21 Wirjono Projodikoro, Tindak — Tindak Pidana Tertentu di Indonesia ,Refika Aditama, Bandung, 2003 him
81

22 M. YASIR. Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid.B/2013/Pn. Pinrang),skripsi.untuk memperoleh gelar sarjana
pada fakultas hukum hasanuddin.2014.hlm 13

23 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2001, him. 23.
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1.8 Kerangka Pemikiran (Framework)

/ Kealpaan(culpa)

UU KUHP
2 4
Pertanggung Jawaban

Hukum

]

Penjara paling lama lima tahun atau

o\

UU LaluLintas
3

Pertanggung Jawaban

Hukum

!

Pidana penjara paling

pidana kurungan paling lama satu [~ Lebih Berat

—®  lama 6 (enam) tahun

tahun

) 2

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

Bantuan kepada Saksi dan Korban

UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009
tentana Lalu Lintas dan Anakutan Jalan

Dan/atau denda paling
— 3 banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah)

!

Di bentuk UU khusus tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

¥

\

| Pasal 359K UHP |

Pasal 310 avat (4) UU LLAJ

!

L 4

Tidak diterapkan restitusi

Diterapkan maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas

jutarupiah)

L 4

Meringankan korban sehingga kemungkinan besar dapat

diterima masyarakat dengan adanya restitusi
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Dalam kerangka pemikiran ini penulis memberikan suatu kerangka bahwa adanya
suatu Undang-Undang Khusus tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur
kealpaan yang diatur juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dimana
melakukan revisi tentang pengaturan yang meengatur tentang denda, dimana pada Pasal
235 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (1) huruf ¢, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan
Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan

dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
19 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam
pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencangkup keseluruhan isi dalam
skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap
dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini
untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan
terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya

sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,
identifikasi masalah,, tujuan penelitian , manfaat penelitian, kerangka
teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian,

serta sistematika penulisan.
BABII: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tentang perbedaan
Pasal 359 KUHP dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , tinjauan umum
tentang tindak Pidana, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis
tindak pidana, jenis kealpaan. kesalahan (doulus dan culpa), tinjauan

umum tentang Lalu Lintas, tindak Pidana kealpaan yang menyebabkan
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BAB I

BAB IV:

BAB V:

hilangnya nyawa orang lain, unsur kealpaan Pasal 359 KUHP ddan Pasal
310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan , dan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah

yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, penulis akan melakukan penelitian dengan
bahan-bahan yang relevan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian
yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang
mengkaji suatu dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder
seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum
dan dapat berupa pendapat sarjana. Maka dari uraian diatas penulis akan
mengambil metode penelitian yuridis-normatif (yuridis dogmatis).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini pembahasan dan hasil analisa penulis dari
rumusan masalah 1 dan 2 seperti yang tertuang dalam Bab 11l yang
dikaitkan dengan doktrin-doktrin yang relevan pada penelitian
permasalahan yang dilakukan oleh penulis ini. yaitu mengenai ganti
kerugian atas kelalaian seseorang yang menyebabkan meninggal dunia
apakah bentuk keseimbangan bagi korban dan dapat diterima di
masyarakat, dan dapat menganalisis perbedaan atass kelalaian pada Pasal
359 KUHP dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apa yang melatar belakangi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan lebih besar ancaman hukumnya.

PENUTUP

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan yaitu
paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan
yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi

tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait
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dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian
ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.
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